DEPARTEMEN KEHUTANAN

DIREKTORAT JENDERAL BINA PRODUKSI KEHUTANAN
Gedung Manggala Wanabakti Blok I Lt. V, Jalan Gatot Subroto
Jakarta 10270, Kotak Pos 100 JKXWB
Telp. (021) 5730236, 5730248, Faksimile : (021) 5733336

20 Januari 2009

Kepada Yth. :

1. Kepala Dinas Provinsi yang diserahi tugas dan tanggung jawab di bidang kehutanan;

2. Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang diserahi tugas dan tanggung jawab di bidang kehutanan;

3. Kepala Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi;

4. Direktur Utama/Direktur Pemegang Izin Usaha IPHHK Kapasitas Produksi Di Atas 6.000 M3/Tahun.
di-

Seluruh Indonesia.

SURAT EDARAN
Nomor : SE. 1 /VI-BPPHH/2009 -

TENTANG

PELAKSANAAN RENCANA PEMENUHAN BAHAN BAKU INDUSTRI (RPBBI)
DAN PELAPORAN REALISASI RPBBI TAHUN 2009 SECARA ONLINE SYSTEM

Dalam rangka meningkatkan kelancaran dan ketertiban pelaksanaan RPBBI serta pelaporan Realisasi
RPBBI Tahun 2009 bagi IPHHK dengan kapasitas izin produksi di atas 6.000 meter kubik per tahun, dengan
ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Penyampaian RPBBI Tahun 2009 dilakukan oleh pemegang izin usaha IPHHK secara online
system dan diterima oleh Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan selambat-lambatnya tanggal
28 Pebruari 2009, dan sesudahnya dapat dilakukan perubahan (revisi) menyangkut sumber dan
volume bahan baku.

2.  Apabila sampai dengan tanggal 28 Pebruari 2009 pemegang izin usaha IPHHK belum dapat melakukan
kontrak kerjasama suplai dengan pemegang IUPHHK-HA/HT atau pemegang IPK karena RKT/Bagan
Kerja Tahunan/IPK sumber bahan baku belum disahkan, maka RPBBI agar disusun berdasarkan stock
kayu bulat di IPHHK tanggal 31 Desember 2008 dengan menggunakan dokumen pendukung
LMKB/LMKBK. Apabila tidak mempunyai stock kayu bulat, maka RPBBI tetap disusun dengan rencana
produksi dan pemenuhan kebutuhan bahan baku serta pemanfaatan atau penggunaan bahan baku
NIHIL, sedangkan rencana pemasaran dari stock produksi tanggal 31 Desember 2008 dengan
menggunakan dokumen LMKO.

3. Perubahan RPBBI pada tahun berjalan dilakukan sebelum bahan baku diterima di IPHHK atau
sebelum pasokan bahan baku dipenuhi dan perubahan RPBBI didasarkan pada perubahan
rencana produksi dan/atau rencana pemenuhan bahan baku baik asal sumber bahan baku maupun
volume bahan baku, sepanjang masih sesuai kebutuhan berdasarkan kapasitas izin produksi.

4. Penyampaian laporan bulanan Realisasi RPBBI dilakukan setiap bulan oleh pemegang izin usaha
IPHHK dan diterima oleh Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan secara online system selambat-
lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya. Apabila tidak ada reallisasi kegiatan agar tetap
menyampaikan laporan NIHIL.

5. Tembusan penyampaian RPBBI atau perubahannya (revisi) dan laporan bulanan Realisasi RPBBI
kepada Kepala Dinas Provinsi dan Kepala Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi (BP2HP)
Wilayah setempat secara online system dapat dipantau melalui login masing-masing. Sedangkan
tembusan kepada Kepala Dinas Kabupaten/Kota setempat disampaikan secara manual oleh
pemegang izin usaha IPHHK, dicetak dari online system.

6. Terhadap ../4









